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Abstrack

Article 1 (1) of the 1945 Constitution states that, Indonesia is the law of
the State in the form of Republic. Therefore, the provisions of the
applicable legislation and set the life of the Indonesian nation comes from
the law, whether written or unwritten law. One runway is used as basic
guidelines in order to achieve justice for all Indonesian people, especially
in the field of law, set forth in Article 27 paragraph (1) of the Act of 1945,
which reads, "All citizens are equal before the law and government and
must uphold the rule of law and without exception. " Protection of
witnesses reporting the crime of pornography, the identity of a witness,
obviously very secret and confidential examined by the police, even on a
trial judge has no right to bring a witness, before the trial because the
reporter’s identity confidentiality is strictly protected by the Law No. 44
Year 2008 on pornography. Factors that became penghamabat the police
to provide protection against the crime of pornography reporting, that one
of the eligibility period and the cost to hold the protection of witnesses
and victims must require substantial funds, although basically the police
have been very ready to implement the law , subject to the government in
terms of a special budget for the program of protection, especially for
operational costs in the field.
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Abstrak
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah Negara
hukum yang berbentuk Republik. Oleh karena itu ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan mengatur perikehidupan bangsa Indonesia
berasal dari hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Salah satu landasan yang dijadikan pedoman dasar dalam upaya mencapai
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang hukum, diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.” Perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi, identitas
saksi pelapor jelas sangat dirahasiakan dan diperiksa secara rahasia oleh
pihak kepolisian, bahkan pada sidang pengadilan Hakim sendiri tidak berhak
menghadirkan saksi pelapor ke hadapan sidang karena kerahasiaan identitas
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pelapor sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi. Faktor-Faktor yang menjadi penghamabat kepolisian
dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi
,yaitu salah satunya mengenai jangka waktu dan kelayakan biaya untuk
mengadakan perlindungan saksi dan korban haruslah membutuhkan dana
yang besar , walaupun pada dasarnya pihak kepolisian telah sangat siap
menjalankan undang-undang tersebut,namun tergantung kepada pihak
pemerintah dalam hal anggaran khusus untuk program perlindungan,
khususnya untuk biaya oprasional di lapangan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Perlindungan, Saksi

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah Negara
hukum yang berbentuk Republik. Oleh karena itu ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan mengatur perikehidupan bangsa Indonesia
berasal dari hukum, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Salah satu landasan yang dijadikan pedoman dasar dalam upaya mencapai
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di bidang hukum, diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.” Namun demikian dalam pelaksanaannya kita masih melihat
hukum masih tebang pilih, terutama dalam proses peradilan. Hukum belum
dilaksanakan secara adil, hukum masih melihat siapa yang berperkara,
peran aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim dan aparat kepolisian
masih belum sepenuhnya memahami isi dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945
tersebut diatas.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan
ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi
bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses penegakkan
hukum, hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak saja gagal dalam

mewujudkan suatu sistem hukum yang berkompeten dan adil tetapi Negara
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juga telah mengurangi hak-hak saksi dan korban yang telah diakui oleh
dunia internasional.

Sepertinya sudah menjadi karakter dari peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan Pemerintah dan DPR untuk memuat pasal-pasal yang tidak
implementatif. Dalam peraturan mengenai perlindungan terhadap saksi
pelapor tindak pidana pornografi kini tidak diatur tentang bagaimana cara
penegak hukum, khususnya jaksa dalam memberikan perlindungan terhadap
saksi pelapor tindak pidana pornografi, mengingat jaksa sendiripun dalam
kenyataannya juga mengalami kerepotan untuk mengamankan diri dan
keluarganya. Apalagi untuk memberikan perlindungan terhadap orang lain.
Sedangkan jika berbicara tentang dukungan fasilitas sarana dan prasarana
rasanya hanya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai atau
memenuhi persyaratan dimaksud. Namun jika dilihat dari kenyataan di
lapangan, ternyata pihak atau institusi yang dianggap paling rentan
bersentuhan dengan masalah pelanggaran HAM, maka tidak ada lain kecuali
TNI dan POLRI. Berbicara tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana
korupsi yang melibatkan institusi atau aparat POLRI. sebagai pihak
tersangka, maka sangat mungkin terjadinya konflik kepentingan bagi aparat
pelaksana, yaitu antara menghormati sang atasan sebagai tersangka atau
menjaga kepentingan saksi dan korban yang akan memberatkan atasannya
tersebut. Masalah lainnya yang juga menjadi pokok bahasan dalam
pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana adalah belum
adanya manajemen pengamanan yang penerapannya benar-benar
memberikan keterangan dan jaminan akan keselamatan diri dan
keluarganya. Berdasarkan catatan, pada tahun 2006 setidaknya masih
terdapat saksi pelapor tindak pidana yang harus menjalani proses hukum
pidana karena dilaporkan balik karena mencemarkan nama baik ataupun
digugat secara perdata. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam

membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar
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jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat
bukti lainnya.

Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan,
baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu
perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap
saksi. Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan
saksi dan korban adalah penting. Persoalan yang utama adalah banyaknya
saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani
mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang
memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme
tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan
untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus
seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga,
korupsi, narkotika dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Walaupun sebenarnya telah sangat sering disosialisasikan tentang
pentingnya hak saksi dan perlindungan terhadap saksi, namun kadangkala
kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering
dialami para saksi. Sementara di sisi lain, apa yang dialami saksi dianggap
sebagai hal yang wajar, padahal hal tersebut merupakan pelanggaran
terhadap hak-haknya. Sumber dari kasus-kasus ini dikumpulkan dari banyak
orang, termasuk laporan-laporan yang diterima dari organisasi-organisasi
maupun individu, sumber lainnya yang tak kalah penting adalah sumber dari
berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang
diterima oleh saksi dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini
masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini dapat merefleksikan dengan
baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap
mereka menjadi hal yang sangat penting.

Kriminalisasi saksi dan atau pelapor adalah pola pertama yang paling
sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan

korupsi, kasus perkosaan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
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termasuk saksi pelapor dalam tindak pidana pornografi. Para pelaku
biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor
ke pihak Kepolisian. Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana
itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat
(2). Isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”

Isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana”

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan

keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa
terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwanya. Jaminan
perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu
keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk
melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum,
karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
masalah perlindungan bagi pelapor tindak pidana pornografi di tingkat
penyidikan. Peneliti memilih judul ini karena sebagian besar pelapor pada
umumnya, takut melaporkan tindak pidana yang terjadi karena ancaman
jiwa dan harta bendanya, tetapi untuk melaporkan tindak pidana seperti
jarang terjadi jika si pelapor bukan sebagai korban tindak pidana, karena
mereka yang mengetahui tindak pidana tersebut kurang menyadari

perannya sebagai masyarakat yang bermoral.
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Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa
tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “Implementasi
Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban (Stud dii Polres Kuningan)”

Perumusan Masalah
Rumusam masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
perlindungan Saksi dan Korban di Polres Kuningan
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Kepolisian dalam
memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi agar saksi pelapor pada tingkat
penyidikan oleh Kepolisian tidak mendapat hambatan?
Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian merupakan unsur yang
sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai
berikut: Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian
yang bersifat deskriptif analitis, sebagaimana dinyatakan dalam Buku
Panduan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) S1, Fakultas Hukum Universitas
Pasundan Bandung: 1

“Metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh
dan sistematis mengenai politik kriminal tentang
perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi,
yang dianalisis secara yuridis berdasarkan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

Metode Pendekatan

1 Elli Ruslina dkk, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) Sl,
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2004, him. 15.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data,
yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban);

2. Bahan hukum sekunder, yaitu seminar-seminar, jurnal hukum, majalah,
karya tulis ilmiah, internet, dan lain-lain untuk membantu melengkapi
bahan hukum primer.

Sebagaimana yang dinyatakan Ronni Hanitijo Soemitro, yaitu sebagai
berikut:2

“Metode yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-
sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-
teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian
dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan
untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode
pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti
berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan
perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban”

Pembahasan

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan
penelitian ini adalah metode evaluative analilis, yaitu suatu metode
mengumpulkan dan meyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis
keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional

berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian

2 Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, him. 34.
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lapangan. metode penelitian hukum , menurut soerjono soekanto adalah
“’suatu kegiatan ilmiah ,yang didasarkan pada metode ,sistematika dan
pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum tertentu, dengan menganalisanya.3

Impelementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya pada tahun 2002 telah
diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur
tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Berat, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan maksimal dan ternyata tidak
mampu dan tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap saksi dan korban bahkan hak-hak korban yang secara jelas diatur
dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diberikan.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan
ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi
bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses penegakkan
hukum, hal ini menunjukkan bahwa Negara tidak saja gagal dalam
mewujudkan suatu sistem hukum yang berkompeten dan adil tetapi Negara
juga telah mengurangi hak-hak saksi dan korban yang telah diakui oleh
dunia internasional. Menurut Daroji, SH. (Kanit PPA Polres Kuningan), bahwa
sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tegas mengatakan,
keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik,
baik terhadap saksi, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk

menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum .cet.2007, (Jakarta : Ul
Press,1984),him.5
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kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan saksi yang timbul karena situasi
psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.
Keengganan saksi untuk bersaksi terutama saksi pelapor tindak pidana
pornografi adalah alasan keamanan. Alasan keamanan secara fisik memang
telah dapat dipenuhi oleh aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian
tetapi pengamanan atas psikologi saksi dan korban jelas belum memadai
sebagai contoh masih sangat banyak saksi yang tidak leluasa memberikan
kesaksiannya dikarenakan tekanan Psikologis. Untuk itu diperlukan suatu
koordinasi yang baik diantara aparat penegak hukum dalam memberikan
perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi. Akil Mochtar,
salah seorang anggota DPR-RI mengusulkan agar Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban ditempatkan di bawah Kepolisian, hal ini agar koordinasinya
lebih baik dan agar lembaga ini dapat langsung bekerja, tetapi untuk
menjaga independensinya harus ada juga unsur lain di luar Kepolisian yang
duduk di lembaga tersebut. Karena jika lembaga dibuat terpisah maka akan
membutuhkan waktu yang sangat lama untuk rekrutmen anggota sedangkan
penegakan hukum di Indonesia sangat membutuhkan kehadiran lembaga
tersebut dan walaupun dibuat terpisah tetapi tetap saja pihak Kepolisian
akan menjadi ujung tombak terdepan dalam pemberian perlindungan
terutama keamanan. Selama ini bahkan sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pihak
Kepolisian telah melakukan perlindungan secara otomatis kepada saksi
pelapor tindak pidana pornografi dengan menggunakan unit khusus seperti
Polisi berpakaian preman ataupun bagian intel yang bertugas di luar untuk
menghindari intimidasi dari tersangka atau keluarga tersangka terhadap
saksi dan korban maupun keluarganya terhadap keterangan saksi tersebut.
Perlindungan tersebut diberikan pihak Kepolisian secara otomatis
tanpa harus melalui permohonan khususnya pada saksi korban dan saksi
pelapor dikarenakan ada 2 hal penting kenapa korban dan pelapor

melaporkan adanya tindak pidana, yang pertama agar perkara tersebut di
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proses oleh pihak Kepolisian dan alasan yang kedua adalah agar
mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, sedangkan untuk saksi
lainnya harus membuat permohonan kepada pihak Kepolisian disertai
alasannya.

Perlindungan saksi pelapor tindak pidana pornografi, identitas saksi
pelapor jelas sangat dirahasiakan dan diperiksa secara rahasia oleh pihak
kepolisian, bahkan pada sidang pengadilan Hakim sendiri tidak berhak
menghadirkan saksi pelapor ke hadapan sidang karena kerahasiaan identitas
pelapor sangat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi. Selama ini di Kepolisian bentuk perlindungan yang
dapat diberikan oleh pihak Kepolisian kepada para saksi dan korban adalah
berupa perlindungan terhadap keamanan seperti melakukan pengawalan
terhadap tempat tinggal saksi dan korban. Diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka dituntut
kesiapan semua pihak aparat penegak hukum dalam menjalankan Undang-
Undang tersebut. Pihak Kepolisian harus mendukung pemberlakuan Undang-
Undang tersebut, karena dengan adanya peraturan tersebut, maka para
saksi pelapor tindak pidana pornografi sangat diharapkan dapat memberikan
keterangan dalam pemeriksaan tanpa perlu takut akan adanya ancaman,
intimidasi dan lainnya karena saat ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan tugas pokok polisi yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002, maka tugas polisi adalah mengayomi, membimbing
dan melaksanakan penegakan hukum, jadi pihak kepolisian telah siap dalam
pemberlakuan Undang-Undang tersebut karena dengan diberlakukan
perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi, maka hal ini
akan menjadi suatu faktor positif dalam penegakan hukum di Indonesia
tetapi hal tersebut akan lebih tergantung kepada pribadi oknum masing-
masing baik terhadap aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian

maupun pribadi saksi masing-masing.
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Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang
dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan
tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan
dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia telah
meratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik (International convenant on
Civil dan Political Right-ICCPR) . Konsekwensinya beberapa ketentuan
dalam sistem peradilan pidana harus mengalami perubahan. Saksi
memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana
sekalipun saksi bukan satu-satunya alat bukti dimana KUHAP menganut
pendekatan pembuktian negatif berdasarkan perundang-undangan atau
“Negative Wettelijk Overtuiging”. Peranan saksi yang sangat penting
terutama dalam kejahatan dikelompokkan extra ordinary crime dan sebagai
salah satu alat bukti dalam KUHAP sangat kontras dengan bentuk perhatian
atau perlindungan yang diberikan oleh negara. Perlindungan disini berupa
perlindungan hukum dan atau perlindungan khusus lainnya.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Saksi, merupakan suatu hal
yang membahagiakan bagi saksi,mengingat masih banyaknya keluhan
masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi.
Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana merupakan fenomena
hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu
bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang
diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita
berkaitan dengan terabaikannya elemen saksi dan korban dalam sistim
peradilan pidana.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
merupakan bukti nyata bagi masyarakat akan kesungguhan DPR untuk
melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan

peraturan perundang-undangan baru yakni untuk mempercepat reformasi,
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mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan
internasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan
Zaman.

Peranan saksi dalam setiap proses penyidikan perkara pidana sangat
penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan
menentukan kecenderungan keputusan hakim dalam proses peridangan. Hal
ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat
perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam
persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Perlindungan saksi
sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun
belakangan ini yang menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat
dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan kasus
pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara
hukum, fisik maupun psikis. Uraian diatas menunjukkan bahwa begitu
pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-
undang, sehingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan korban merupakan salah satu payung hukum untuk
memberikan perlindungan saksi. Hal yang sama dikemukakan oleh beberapa
pendapat responden yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut:

“ Melihat banyaknya kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam
proses penyidikan dan salah satu alasan ketidakhadiran saksi karena rasa
takut akan adanya ancaman dari pihak tersangka saat memberi kesaksian di
persidangan maka diperlukan suatu aturan dalam bentuk perundang-
undangan yang mengatur hal tersebut”.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan

korban dimulai pada tahun 1999, dimana beberapa elemen masyarakat
mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal

ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-
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undang perlindungan saksi dalam proses penidikan.Pada 11 Agustus 2006

Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan UU ini. Penegak hukum

dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang suatu kasus seringkali

mengalami kesulitan antara lain karena tidak dapat menghadirkan saksi dan

atau korban, karena adanya ancaman baik fisik maupun psikis yang dialami

oleh saksi dari pihak tertentu. Melihat fenomena tersebut, perlu dilakukan

perlindungan bagi saksi dan atau korban yang keberadaannya dalam proses

penyidikan sangat penting.

Kesimpulan

1.

Kebijakan legislative = mengenai perlindungan kepada saksi pelapor
tindak pidana pornografi pada tingakt penyidikan pada dasarnya telah
dibentuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban. perlindungan yang diberikan
terhadap saksi pelapor tindak pidana pornografi sebagaimana yang diatur
dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban, membutuhkan berkoordinasi dan kerja
sama antara lembaga perlindungan saksi dan korban denga kepolisian
sebagai ujung tombak dalam terdepan dalam pemberian perlindungan
terutama keamanaan dalam rangka menghindari intimidasi dari
tersangka atau keluarga tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana

pornografi maupun keluarga nya terhadap keterangan saksi tersebut.

. Faktor-Faktor yang menjadi penghamabat kepolisian dalam memberikan

perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi ,yaitu salah
satunya mengenai jangka waktu dan kelayakan biaya untuk mengadakan

perlindungan saksi dan korban haruslah membutuhkan dana yang besar ,
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walaupun pada dasarnya pihak kepolisian telah sangat siap menjalankan
undang-undang tersebut,namun tergantung kepada pihak pemerintah
dalam hal anggaran khusus untuk program perlindungan, khususnya

untuk biaya oprasional di lapangan.

. Upaya sebagai solusi agar saksi pelapor tindak pidana pornografi pada

tingkat penyidikan oleh kepolisian tidak mendapat hambatan, yaitu
melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan perlindungan
saksi dan korban, baik secara langsung melalui penyuluhan, maupun
melalui iklan layanan masyarakat melalui media masa dan media
elektronik, sedangkan upaya yang dilakukan olej kepolisian, yaitu polisi
harus bersikap proaktif dan responsive utnuk melindungan saksi atau
pelapor baik diminta maupun tidak diminta oleh saksi pelapor, serta
disiplin aparat kepolisian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara
professional, sebagaimana yang diatur dalam pasas 14 hurur |, huruf j
dan huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia

Saran

1.

Kebijakan legislative mengenai perlindungan kepda saksi pelapor tindak
pidana pornografi pada tingkat penyidikan dalam bentuk undang-undang
nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan
suatu instrument hukum yang memberikan konsekuensi terhadap
peningkatan kinerja penyidik utuk lebih optimal ,serta menjadi salah
satu sarana pembaharuan masyarakat yang bisa berfungsi sebagai alat
(pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan
pembaharuan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan saksi
pelapor tindak pidana pornogrfi ,sehingga diharapkan pemerintah lebih
serius lagi ,karena tanpa adanya peraturan pelaksana undang-undang ini

tidak akan memiliki arti bagi penegakan hukum di Indonesia.
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2. Mengenai faktor penghambat kepolisian dalam memberikan
perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pornografi ,maka
pemerintah harus mampu menyediakan suatu anggaran khsus tersendiri
mengingant bahwa dalam memberikan hak-hak terhadap saksi dan
korban tidaklah sedikit, dibutuhkan dana yang sangat besar.

3. Belum optimalnya implementasi dari kebijakan legislative tentang
perlindungan saksi pelapor tidnak pidana pornografi pada tingkat
penyidikan oleh kepolisian, diharapkan pemerintah dapat membenahi
kesiapan mental para penegak hukum di Indonesia, mengingat masih

maraknya suap serta kentalnya nuansa kolusi dan nepotisme.
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